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BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR  57  TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, 

DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
RATU ZALECHA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan ketentuan Pasal I 
angka 3 Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 
Ratu Zalecha; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5063); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5072); 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor  58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5942); 

8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas 
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6); 
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MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA 
UNIT ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU 

ZALECHA.                                              
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar. 

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. 

6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. 

7. Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha yang selanjutnya disebut RSUD 
Ratu Zalecha adalah rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Kabupaten 

Banjar. 

8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha 
Kabupaten Banjar. 

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan daerah pada umumnya. 

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan 

teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan 

efektivitas kelembagaan RSUD Ratu Zalecha dalam rangka mendukung tugas 
Perangkat Daerah guna membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang kesehatan. 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan organisasi 

RSUD Ratu Zalecha yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai 
visi dan misi RSUD RSUD Ratu Zalecha sesuai tata kelola yang baik (Good 
Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance). 
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Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. pembentukan dan kedudukan; 

b. susunan organisasi, tugas dan fungsi; dan 

c. tata kerja. 
 

BAB II 
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

Pasal 5 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD bersifat khusus RSUD Ratu 
Zalecha. 

(2) RSUD Ratu Zalecha merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
dengan Kelas B. 

(3) RSUD Ratu Zalecha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah UPTD bersifat 
khusus yang memberikan layanan secara profesional di bidang pelayanan 

kesehatan. 

Bagian Kedua 

Kedudukan 

Pasal 6 

(1) RSUD Ratu Zalecha dipimpin oleh Direktur, yang melaksanakan otonomi di 

bidang: 

a. pengelolaan keuangan yang menerapkan pola keuangan BLUD;  

b. barang milik Daerah; dan  

c. bidang kepegawaian. 

(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang 

milik Daerah serta bidang kepegawaian. 
 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

Pasal 7 

(1) Susunan organisasi RSUD Ratu Zalecha, terdiri atas : 

a. Direktur. 

b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi : 
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1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Umum dan Sarana Prasarana Umum; 

b) Sub Bagian Kepegawaian; dan 

c) Sub Bagian Sumber Daya Manusia. 

2. Bagian Keuangan, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Akuntansi dan Aset; dan 

b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi. 

3. Bagian Perencanaan Program, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan 

b) Sub Bagian Hukum dan Kehumasan. 

c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi : 

1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari : 

a) Seksi Pelayanan Medik; dan 

b) Seksi Mutu dan Akreditasi. 

2. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari : 

a) Seksi Mutu Keperawatan; dan 

b) Seksi Asuhan Keperawatan. 

3. Bidang Pelayanan Penunjang Medik, terdiri dari : 

a) Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan 

b) Seksi Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan. 

d. Kelompok Jabatan fungsional; 

e. Satuan Pemeriksaan Internal; 

f. Komite; dan 

g. Instalasi/Unit. 

(2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Ratu Zalecha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi  

Pasal 8 

(1) RSUD Ratu Zalecha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pelayanan kesehatan dalam rangka 

menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna 
dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang 
dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta upaya peningkatan pencegahan 

penyakit dan melaksanakan upaya peningkatan pencegahan penyakit dan 
melaksanakan upaya rujukan. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Rumah Sakit 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan di rumah 
sakit sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; 

b. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 
dengan standar pelayanan rumah sakit;   

c. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 
kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis; 

d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; 
dan 

e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 
memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas RSUD Ratu Zalecha diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 9 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
huruf d, terdiri dari sejumlah jenjang dan jenis jabatan fungsional sesuai 

dengan bidang keahlian dan keterampilannya.  

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 
dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Direktur.  

(3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 

Pasal 10 

(1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf e merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan 
pemeriksaan audit kinerja internal RSUD Ratu Zalecha.  

(2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.  

(3) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 

oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 11 

(1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f merupakan 

unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata 
kelola klinis yang baik (good clinical governance).  

(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung 
jawab kepada Direktur. 
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Pasal 12 

(1) Instalasi/unit merupakan unsur organisasi yang berbentuk satuan kerja 
nonstruktural dan mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan pelayanan 
dan administrasi RSUD Ratu Zalecha. 

(2) Instalasi/unit dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan bertanggung 
jawab kepada Direktur. 

(3) Instalasi/unit dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala 
Bidang atau Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Pengembangan dan pengurangan instalasi/unit dibentuk dan ditetapkan 

dengan Keputusan Direktur, disesuaikan dengan kebutuhan RSUD Ratu 
Zalecha. 

Pasal 13 

(1) Selain unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), RSUD 
Ratu Zalecha dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan 

bertanggung jawab kepada Bupati. 
 

BAB IV 
TATA KERJA 

Pasal 14 

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan  satuan/unit organisasi dan 
kelompok tenaga fungsional di lingkungan RSUD Ratu Zalecha wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal 

maupun eksternal. 

(2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan RSUD Ratu Zalecha wajib 
mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

(3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan RSUD Ratu Zalecha 
bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-

masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan RSUD Ratu Zalecha wajib 

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan 
masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan 

lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada 
bawahan. 

(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib 

disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja. 

(7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas serta 

dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan 
unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala. 
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BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 15 

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Pejabat Struktural yang menduduki 

jabatan pada RSUD Ratu Zalecha yang telah dilantik sebelum berlakunya 
Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya 

sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya Pejabat Struktural yang baru 
berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 
 

            Ditetapkan di Martapura 

            pada tanggal 24 Desember 2021 
 

BUPATI BANJAR, 
 

Ttd 

 
SAIDI MANSYUR 

 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 24 Desember 2021 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 

 
    Ttd 

 

               MOKHAMAD HILMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 58 
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BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
RATU ZALECHA 

 
 
                
                  
   

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR 
NOMOR      : 57 TAHUN 2021 
TANGGAL   : 24 DESEMBER 2021 

 
DIREKTUR 

BIDANG PEMBINAAN PAUD, PENDIDIKAN KELUARGA DAN PENDIDIKAN 

MASYARAKAT 

KEGIATAN 1.01.02.2.03 
 

BIDANG  

PELAYANAN MEDIK 
 

 

BIDANG  

PELAYANAN KEPERAWATAN  
 

 

BAGIAN  

TATA USAHA 

WAKIL DIREKTUR  

UMUM DAN KEUANGAN 

WAKIL DIREKTUR  

PELAYANAN 

 

SUB BAGIAN UMUM 

DAN SARANA 
PRASARANA UMUM 

SUB BAGIAN  
KEPEGAWAIAN 

 

 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 
SATUAN PEMERIKSAAN 

INTERNAL KOMITE  

BIDANG  
PELAYANAN PENUNJANG 

MEDIK 
 

 

BAGIAN 
KEUANGAN 

 

 

SUB BAGIAN  

AKUNTANSI DAN ASET 

SUB BAGIAN 
PERBENDAHARAAN DAN 

VERIFIKASI 

 

SEKSI  

PELAYANAN MEDIK  

SEKSI  

MUTU DAN AKREDITASI 

 

SEKSI 

MUTU KEPERAWATAN 

 

SEKSI  
ASUHAN KEPERAWATAN 

 

 

SEKSI  

PELAYANAN PENUNJANG 
MEDIK 

 

SEKSI 
PELAYANAN FARMASI 
DAN ALAT KESEHTAN 

 

BUPATI BANJAR, 
 

Ttd 
 

SAIDI MANSYUR 

KOMITE INSTALASI/UNIT 

 

BAGIAN 
PERENCANAAN 

PROGRAM 

 

 

SUB BAGIAN 
HUKUM DAN 
KEHUMASAN 

 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

EVALUASI 

SUB BAGIAN  
SUMBER DAYA 

MANUSIA 
 

 


